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PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia
No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rebuplik
Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk
menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa
Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman
transliterasi itu adalah sebagai berikut:
1. Konsonan
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem
tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini
sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan
dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan
tanda sekaligus.
Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan

huruf latin:
No. Huruffi Nama Nama Keterangan
Arab Latin Latin
1. \ Alif - Tidak
dilambangkan
2. <@ Ba’ B Be
3. < Ta’ T Te
4. & Sa’ § s dengan titik di
atas
5. z Jim J Je
6. z ha' H ha dengan titik di
bawah
7. ¢ Kha’ Kh Ka dan ha
8. 3 Dal D De
9. 3 Zal Z zet dengan titik di
atas
10. B ra’ R Er
11. J Zai Z Zet
12. o Sin S Es




13. o Syin Sy es dan ye

14. ua Sad S es dengan titik di
bawah

15. ) Dad d de dengan titik di
bawah

16. L ta’ t te dengan titik di
bawah

17. L Za’ z zet dengan titik di
bawah

18. & ‘ain ‘ koma terbalik di

atas

19. ¢ Gain G Ge

20. s Fa’ F Ef

21. 3 Qaf Q Qi

22. Sl Kaf K Ka

23. J Lam L El

24, e Mim M Em

25. O Nun N En

26. E) Waw W We

27. A ha’ H Ha

28. e Hamzah ’ Apostrop

29. < Ya’ Y Ye

Vokal

a.

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang
terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau
diftong.
Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa
tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah A A
Kasrah | I
Dhammah U U
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b.  Vokal Rangkap
Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya
berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

. s Fathah dan ya Al adani
) Fathah dan wau Au adanu

Contoh:

i - Kataba

(zd - Fa’ala

oS3 - Zukira

Ly - yazhabu

Ji - su'ila

S EN - kaifa

Jsn - haula

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa
harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
Fathah dan A dan garis di
B e 7] . A
alif atau ya atas
Kasrah dan | | dan garis di
e ya atas
, Hammah dan U U dan garis di
wau atas
Contoh:
Ju - Qala
&0 - Rama
a8 - Qila

Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua:
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a.  Ta’marbutah hidup
Ta’marbutah hidup atau mendapat harakat fathah,
kasrah dan dammah, tranliterasinya adalah “t”.
b.  Ta’marbutah mati
Ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun,
tranliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta’marbutah diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua
kata itu terpisah maka ta’marbutah itu ditransliterasikan
dengan ha(h).

Contoh:
Jub¥isyy - raudah al-agal
- raudatulagfal
S5l &adl - al-Madinah al-
Munawwarah
- al-Madinatul al-
Munawwarah
FEUIA - talkah

Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan
huruf yang sama baik ketika berada ditengah maupun di akhir.

Contoh:
[} - Rabbana
3% - Nazzala
ph| - al-birr
Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf, yaitu J' namun dalam transliterasi ini kata sandang itu
dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
dan kata sandang yang diikuti huruf gamariyyah.

a.  Katasandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu.
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Contoh:

JA5 - ar-rajulu
) - as-sayyidu
Ol - as-syamsu

b.  Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan
dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:
Al - al-galamu
&l - al-badi’u
Joal - al-jalalu

c. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah,
kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti
dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di
tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.
Contoh:

fti - syai'un
Ol g sle sl - ihya’ ulim al-Din

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim
maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang
penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan,
maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga
dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:



BES &) e Bismillahimajrehawamursaha
Lalo Hagla -
BAEVPAER ibrahim al-khalil

9.  Huruf Kapital
Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam
EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya.

Contoh:
J30Y) daaalas - Wa ma Muhammadun illa
rasul

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang
dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.
Contoh:

Féy & (alaal - Nasrun minallahiwafathunqarib

&

e Pa

10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan,
pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
dengan llmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi
ini perlu disertai dengan IImu Tajwid.
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ABSTRAK

Liziaroti, Wildana. 2025. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam
Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Perbandingan Putusan
Pengadilan Agama Stabat No.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dengan
Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds).
Skripsi Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Pembimbing : Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H

Kata Kunci : Wanprestasi, Murabahah, Pengadilan Agama, Putusan

Verstek

Akad murabahah adalah salah satu produk pembiayaan yang
paling umum digunakan oleh nasabah, namun demikian dalam
praktiknya sering terjadinya wanprestasi atau ingkar janji, Lembaga
Keuangan Syariah sebagai kreditur dapat mengajukan gugatan
wanprestasi ke Pengadilan Agama. Apabila majelis hakim memutuskan
nasabah wanprestasi, maka pengadilan akan memberikan putusan yang
mewajibkan nasabah untuk mengganti kerugian atau melunasi
kewajiban yang belum lunas kepada koperasi yang besarnya ditentukan
oleh pengadilan. Peneliti menemukan dua putusan Pengadilan Agama
yang terkait dengan hal serupa atau identik. Putusan Pengadilan Agama
Stabat dalam perkara No 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dan putusan
Pengadilan Agama Kudus dalam perkara No
1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds'Kedua putusan tersebut membahas kasus
gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Koperasi Syariah, terkait
dengan perjanjian Murabahah.

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan
membandingkan pertimbangan hukum dalam dua putusan Pengadilan
Agama yang berkaitan dengan wanprestasi dalam akad pembiayaan
murabahah yakni Putusan Nomor 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dan
Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds. Dalam kedua perkara, debitur
dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi
kewajiban angsuran sebagaimana yang telah disepakati dalam
perjanjian. Di dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat, debitur hanya
membayar 30 kali dari 43 kali angsuran, dengan total kerugian yang
dituntut sebesar Rp146.735.400. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan
Agama Kudus, debitur hanya membayar 2 kali angsuran dari 24 kali,
dengan total kerugian sebesar Rp30.233.041,-. Meskipun kedua
penggugat sama-sama telah memberikan peringatan tertulis, namun
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perbedaan mencolok terletak pada proses persidangan: Pengadilan
Agama Stabat memutus perkara secara verstek karena tergugat tidak
hadir, sementara Pengadilan Agama Kudus memeriksa secara
sederhana dengan sebagian kehadiran tergugat dan pembelaan
mengenai dampak pandemi. Kedua pengadilan sama-sama
mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan wanprestasi oleh
tergugat, serta mengizinkan eksekusi jaminan berupa Sertifikat Hak
Milik untuk menutupi kerugian. Penelitian ini menunjukkan konsistensi
penerapan prinsip wanprestasi dalam praktik ekonomi syariah, dengan
variasi prosedural yang mencerminkan fleksibilitas sistem peradilan
agama dalam menanggapi dinamika kehadiran dan itikad para pihak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
jenis penelitian yuridis normatif/ doktrinal. Metode penelitian yuridis
normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, yang dalam hal
ini yaitu mengenai putusan perkara sengketa wanprestasi bersama
Pengadilan Agama Stabat 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dan Pengadilan
Agama Kudus No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds.
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ABSTRACT
Liziaroti, Wildana. 2025. Settlement of Default Disputes in Murabahah
Financing Contracts (A Comparative Study of the Decision of the
Religious Court of Stabat No. No0.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb and the
Decision of the Religious Court of Kudus No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds).
Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Sharia Economic Law Study
Program, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.
Advisor : Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
Keywords : Breach of Contract, Murabahah, Religious Court, Islamic
Economic Law, Verstek Judgment

Murabahah contracts are among the most commonly used
financing products by customers. However, in practice, defaults or
breaches of contract (wanprestasi) frequently occur. When such
breaches arise, Islamic Financial Institutions as creditors may file a
lawsuit for default to the Religious Court. If the panel of judges
concludes that the customer has committed a breach of contract, the
court will issue a decision requiring the customer to compensate for the
losses or settle the remaining obligations owed to the cooperative, with
the amount determined by the court.

The researcher identified two Religious Court decisions that are
similar or nearly identical in nature: the decision of the Religious Court
of Stabat in case No. 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb and the decision of the
Religious Court of Kudus in case No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds. Both
rulings address default lawsuits filed by Islamic cooperatives related to
Murabahah financing agreements.

This study aims to analyze and compare the legal considerations
in the two decisions of the Religious Courts concerning defaults in
Murabahah  financing  contracts, namely  Decision  No.
1577/Pdt.G/2023/PA.Stb and Decision No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds. In
both cases, the debtors were declared in default for failing to fulfill
installment obligations as agreed in the contract. In the decision from
the Religious Court of Stabat, the debtor paid only 30 out of 43
installments, with total losses claimed at IDR 146,735,400. Meanwhile,
in the Kudus decision, the debtor made only 2 out of 24 payments, with
total losses amounting to IDR 30,233,041.

Although both plaintiffs had issued written warnings, a
significant difference lies in the trial process: the Religious Court of
Stabat decided the case verstek due to the defendant’s absence, whereas
the Religious Court of Kudus conducted a simplified examination with
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partial attendance by the defendant, who provided a defense citing the
impact of the pandemic. Both courts granted the plaintiffs' claims,
declared the defendants in default, and permitted the execution of
collateral in the form of land ownership certificates (Sertifikat Hak
Milik) to recover the losses. This study highlights consistency in the
application of default principles within the practice of Islamic
economics, with procedural variations that reflect the Religious Court
system’s flexibility in responding to the dynamics of party attendance
and good faith.

The type of research used in this study is normative or doctrinal
legal research. The normative juridical method refers to library-based
legal research conducted by examining literature or secondary data—
in this case, the decisions regarding breach of contract disputes handled
by the Religious Court of Stabat (No. 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb) and the
Religious Court of Kudus (No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds).
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BAB I
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM
AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH
(Studi Perbandingan Putusan PA Stabat No.1577/Pdt.G/2023/PA.Sth
dengan Putusan PA Kudus No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds)
A. Latar Belakang
Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia

semakin pesat, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah. Salah satu bentuk akad yang paling umum digunakan yaitu
akad murabahah. Akad murabahah adalah salah satu produk
pembiayaan yang paling umum digunakan oleh nasabah, namun
demikian dalam praktiknya sering terjadinya wanprestasi.

Dalam perbankan Islam, kata Akad berasal dari bahasa Arab
mempunyai arti “perjanjian”.! maka dari itu, bisa dijabarkan akad
yaitu suatu kegiatan yang melakukan suatu perjanjian. Sedangkan
Murabahah diartikan sebagai kontrak jual beli yang menetapkan
bahwa margin keuntungan akan ditambahkan pada harga awal,
sehingga menghasilkan harga jual baru sesuai dengan perjanjian
murabahah.? Akibatnya, penjual harus mengungkapkan harga dasar
atau harga pembelian awal, baru setelah itu ia dapat memastikan
besarnya keuntungan tambahan (margin).® Dalam penerapannya,
bank syariah produk murabahah merupakan instrumen keuangan
yang mana bank berperan sebagai perantara antara konsumen dan
penjual awal. Hal ini memperlihatkan bahwa ketika konsumen ingin
membeli suatu barang tetapi memiliki dana yang tidak cukup, bank
menyediakan pembiayaan dengan terlebih dahulu membeli barang

L Abi Husain Ahmad bin Faris Bin Zakariyah, Mu jam, Magayis, al-lughah
(Beirut: 1994), 679. 18 Agustus 2024

2 Tim Pengembangan Perbankan Syariah, Konsep, Produk dan Implementasi
Operasional Bank Syariah (Jakarta: Djambatan, 2003), 76. 18 Agustus 2024

3

Darmawati H, “Akad,Dalam, Transaksi,Ekonomi,Syari’ah,”

Jurna,Sulesana, Vol. 12, No. 2 (Makassar: 2018),163, 18 Agustus 2024.
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tersebut secara tunai dari nasabah dan kemudian menjualnya kepada
nasabah.

Masalah umum dalam akad murabahah ialah terjadinya janji
yang dilanggar, yang juga dikenal sebagai wanprestasi. Ridwan
Khairandy berpendapat bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur
lalai memenuhi tugas yang digariskan dalam perjanjian antara para
pihak.* Debitur gagal memenuhi tanggung jawab hukum dan tidak
mematuhi perjanjian yang ditetapkan dalam akad yang disepakati
bersama.® Pasal 1267 KUH Perdata menguraikan akibat yang
ditimbulkan oleh wanprestasi, termasuk pilihan bagi pihak yang
dirugikan: memaksa pihak yang wanprestasi untuk memenuhi
kewajibannya atau membatalkan perjanjian dengan tetap menuntut
penggantian kerugian yang ditimbulkan, biaya-biaya, dan bunga.®

Melihat kejadian tersebut, Lembaga Keuangan Syariah
sebagai kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke
Pengadilan Agama. Apabila majelis hakim memutuskan nasabah
wanprestasi, maka pengadilan akan memberikan putusan yang
mewajibkan nasabah untuk mengganti kerugian atau melunasi
kewajiban yang belum lunas kepada koperasi yang besarnya
ditentukan oleh pengadilan. Peneliti menemukan dua putusan
Pengadilan Agama yang terkait dengan hal serupa atau identik.
Putusan Pengadilan Agama Stabat dalam perkara No
1577/Pdt.G/2023/PA.Sth” dan putusan Pengadilan Agama Kudus

4 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia (Yogyakarta: FH Ul Press,
2003), 115, 19 Agustus 2024

5 Muhammad Teguh Pangestu, Pokok-Pokok Hukum Kontrak (Makasar: CV.
Social Politic Genius (Sign), 2019), 122, 19 Agustus 2024.

5 Muhammad Teguh Pangestu, Pokok-Pokok Hukum Kontrak (Makasar: CV.
Social Politic Genius (Sign), 2019), 125, 19 Agustus 2024.

"https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?g=putusan+nomor+1577%
2FPdt.G%2F2023%2FPA.Stb diakses pada tanggal 1 Juli 2025
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dalam perkara No 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds.® Kedua putusan tersebut
membahas kasus gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Koperasi
Syariah, terkait dengan perjanjian Murabahah. Meskipun demikian,
penulisan ini  mengidentifikasi adanya perbedaan dalam
pengambilan putusan meskipun terdapat kesamaan dalam kasus
tersebut. Perbedaan yang disengketakan antara lain:

Pertama, Putusan Pengadilan Agama Stabat terkait akad
Murabahah menyebutkan bahwa tergugat memiliki utang pokok
sejumlah Rp130.000.000,- dengan tambahan margin sejumlah
Rp46.332.000,- dengan jangka waktu pembayaran 36 bulan dengan
angsuran per bulan sejumlah Rp4.898.100. Setelah beberapa bulan
akad pembiayaan berjalan, tergugat mengalami kesulitan ekonomi,
maka antara penggugat dan para tergugat membuat kesepakatan
untuk  meringankan  kewajiban para tergugat dengan
menandatangani perubahan | (Pertama) Akad Pembiayaan
Murabahah yang dibuat dihadapan Notaris Kota Binjai sebesar
Rp124.709.000 dengan margin Rp44.056.400, dengan jangka
waktu pembayaran menjadi 43 bulan, sebagaimana dibuktikan
dengan Sebidang Tanah dan bangunan rumah seluas 300 M? yang
terletak di Kabupaten Langkat kemudian 1 (satu) unit kendaraan
bermotor roda 2, merk Honda dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor
roda 2, merk Kawasaki. Tergugat hanya membayar 2 kali angsuran
dari 43 angsuran yang diwajibkan. Akibatnya, jumlah utang yang
harus dibayar sekaligus kepada pengugat sebesar Rp146.735.400.

Dalam perjanjian murabahah pasal 8 ayat 2 menyebutkan
apabila nasabah cidera janji maka nasabah mengikatkan diri untuk
membayar seluruh biaya jasa Penasehat Hukum untuk menagihnya,
untuk itu penggugat mengajukan gugatan Biaya Penagihan dengan
menggunakan jasa Penasehat hukum sebesar Rp8.000.000, serta
penggugat membebankan uang paksa (dwang som) sebesar

8

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedb1e8431fb752a97f32
3030343233.html, 20 Agustus 2024.
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Rp1.000.000 setiap hari untuk setiap keterlambatan para tergugat,
namun gugatan tersebut ditolak.®

Kedua, putusan Pengadilan Agama Kudus dalam perkara
akad murabahah dimana tergugat mempunyai utang pokok
sejumlah Rp20.000.000,- dengan margin sejumlah Rp6.690.041,-
totalnya sejumlah Rp26.690.041,- dalam jangka waktu pelunasan
24 bulan terhitung tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan 25 Mei 2024
dengan cicilan bulanan mulai dari Rp 1.112.100,-. Pembiayaan ini
menggunakan jaminan sertifikat hak milik yang berlokasi di Kab
Kudus. Tergugat hanya membayar 2 kali angsuran dari 24 kali
angsuran. Maka dari itu, tergugat mempunyai utang sejumlah Rp
24.465.841,-. Pada pelaksanaan putusan, Pengadilan Agama Kudus
tidak ada klausul uitvoerbaar bij voorraad secara eksplisit,
sehingga eksekusinya tunduk pada asas berkekuatan hukum tetap.°

Dalam putusan kedua, pengadilan menggugat nasabah
untuk membayar sisa utang sejumlah Rp 18.740.559, ditambah
margin keuntungan yang belum dibayar sejumlah Rp5.725.282,-
ditambah biaya kifarat, sejumlah Rp767.200,- ditambah biaya
penyediaan proses penagihan sejumlah Rp5.000.000,- sehingga
berjumlah Rp30.233.041,-. Penggugat meminta agar jaminan
tergugat dilelang dan apabila dirasa tidak mencukupi maka tergugat
wajib membayar wanprestasi dengan penyerahan barang-barang
lain milik tergugat, namun perkara yang bersangkutan ditolak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik
untuk mengadakan penulisan dengan judul “PENYELESAIAN
SENGKETA WANPRESTASI DALAM AKAD
PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi perbandingan Putusan
PA Stabat No0.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dengan Putusan PA
Kudus No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds)”. Dari putusan-putusan
tersebut bisa dikatakan jika terdapat perbedaan antara putusan

®  Dokumen salinan  Putusan  Pengadilan  Agama  Stabat
No.1577/Pdt.G/2023/PA.Sth

0 Dokumen salinan  Putusan  Pengadilan  Agama  Kudus
No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds
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hakim Pengadilan Agama Stabat dengan putusan hakim Pengadilan

Agama Kudus mengenai ditolaknya gugatan Biaya Penagihan

dengan menggunakan jasa Penasehat hukum dan pembebanan uang

paksa (dwang som) serta penambahan aset lain. Selain itu,
penolakan gugatan serta pelaksanaan putusan yang berbeda tersebut
menimbulkan pertanyaan mengenai kecukupan pertimbangan
hakim dan apakah hakim dapat dikatakan benar dalam perkara ini.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti sampaikan, maka
rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini ialah
sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan hukum pertimbangan hakim dalam
putusan sengketa wanprestasi akad Pembiayaan Murabahah
No0.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dengan perkara No
1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds?

2. Bagaimana perbandingan akibat hukum dalam putusan No
1577/Pdt.G/2023/PA. Stb dengan putusan No
1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds bagi para pihak?

. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan perbandingan hukum pertimbangan hakim
dalam putusan perkara wanprestasi dalam akad pembiayaan
murabahah yaitu pada perkara No. 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dan
perkara No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds;

2. Untuk menganalisis perbandingan akibat hukum dalam putusan
No. 1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dan No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds
terhadap para pihak;

. Kegunaan Penelitian

Dengan selesainya penulisan ini, diharapkan dapat memberikan

manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi
memberikan wawasan, khususnya bagi para akademisi dan
pembaca terkait sengketa wanprestasi dalam pembiayaan
Murabahah di Pengadilan Agama.



2. Manfaat Praktis
Hasil Penelitian ini dapat dijadikan masukan agar dapat
mendampingi masyarakat dalam mengurus penyelesaian
sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah
sehingga dapat mempertimbangkan berbagai seginya, bukan saja
bunyi tekstual pasalnya sehingga dapat ditemukan keadilan
formal maupun substansial. Serta bagi masyarakat, diharapkan
hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi tentang
penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan
murabahah.
E. Kerangka Teori
1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim
Putusan hakim merupakan unsur penting dalam
penyelesaian perkara, yang memberikan kepastian hukum
kepada para pihak terkait mengenai status mereka. Di saat yang
sama, putusan hakim juga memudahkan persiapan tindakan
selanjutnya, yang dapat mencakup penerimaan putusan atau
menempuh jalur hukum seperti banding atau kasasi.
Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan ditetapkan berdasarkan
musyawarah mufakat para hakim. Pasal 14 ayat 2 mengatur
bahwa dalam suatu sidang musyawarah, setiap hakim wajib
memberikan pendapat atau tanggapan atau pandangan tertulis
terkait pokok perkara yang sedang diperiksa dan harus dimuat
dalam putusan akhir. Lilik Mulyadi mengatakan bahwa putusan
pengadilan yang baik, cakap, dan sempurna haruslah memiliki
penilaian berdasarkan empat ciri mendasar yang disebut sebagai
uji empat arah:*?
a. Apakah keputusan saya benar?
b. Apakah saya jujur dalam mengambil keputusan?
C. Apakah keputusan tersebut adil bagi para pihak?

1 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum
Progresif, Sinar Grafika. Jakarta 2010, 103. 20 Agustus 2024.
121 jlik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, 119,

23 Agustus 2024,



d. Apakah keputusan saya bermanfaat?

Meskipun memiliki sikap sebagai hakim yang agung,
pada sistem berfikir yang hakiki dan melalui empat pertanyaan
yang disebutkan di atas, hakim tetaplah manusia biasa yang
tidak bebas dari kecerobohan, kesalahan (rechterlijk dwaling).
Aspek hukum memperlihatkan bahwa ada beberapa perspektif
yang sering kali diabaikan oleh hakim dalam membuat
keputusan.'® Putusan pengadilan merupakan puncak dari suatu
perkara pidana, maka dari itu, hakim wajib mempertimbangkan
perspektif di luar kerangka hukum untuk memastikan bahwa
putusan tersebut mengandung nilai-nilai sosial, filosofis, dan
yuridis:

1) Pertimbangan Yuridis

Masalah hukum mengharuskan keputusan hakim
didasarkan pada kerangka hukum formal. Pengadilan tidak
dapat memaksakan suatu tuntutan tanpa minimal dua bukti
substansial yang memperkuat keyakinan bahwa suatu tindak
pidana telah terjadi dan bahwa orang yang terlibat bersalah
atas tindakan tersebut (Pasal 183 KUH Acara Pidana). Bukti
hukum yang dikutip meliputi: (a) keterangan saksi; (b)
pernyataan ahli; (c) surat; (d) instruksi; dan (e) dokumentasi
lainnya. Tidak perlu memperlihatkan penjelasan atau
perkara terdakwa secara terbuka (Pasal 184). Terlepas dari
itu, tindakan terdakwa juga dianggap berterkaitan dengan
hukum formal dan memenuhi komponen kesalahan yang
dilakukan.
2) Pertimbangan Filosofis

Alasan filosofis mengarahkan pengadilan untuk sepakat
bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar
bertujuan untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui
hukum pidana, berdasarkan pertimbangan filosofis. Hal ini
memperlihatkan bahwa penalaran disipliner bertujuan untuk

13 Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, 120,
23 Agustus 2024,



merehabilitasi  pelanggar sehingga setelah mereka
dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan, mereka dapat
memperbaiki diri dan tidak mengulangi pelanggaran.
3) Pertimbangan Sosiologis
Faktor sosiologis menyiratkan bahwa pengadilan,ketika
menentukan hukuman, mempertimbangkan latar belakang
sosial terdakwa dan mengakui bahwa hukuman yang
dijatuhkan akan memberikan keuntungan bagi masyarakat.
14
2. Teori Perbandingan Hukum
Barda Nawawi Arief, dalam karyanya tentang Rudolf B.
Schlesinger, mendefinisikan hukum perbandingan sebagai suatu
proses investigasi yang bertujuan untuk memperoleh
pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah
hukum..Hukum perbandingan bukanlah kumpulan aturan dan
gagasan yang sah, juga bukan disiplin ilmu hukum, melainkan
hukum perbandingan merupakan sarana untuk menyikapi
unsur-unsur hukum yang tidak terkait langsung dengan suatu
masalah hukum.®®
3. Konsep Wanprestasi
Wanprestasi adalah mengabaikan tanggung jawab yang telah
ditetapkan dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dam
pemegang utang jasa.'® Apabila debitur tidak melaksanakan
atau membayar kembali kewajiban yang telah dijanjikan, maka
debitur dianggap lalai. Pasal 1243 KUH Perdata mengatur
bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul
akibat tidak dipenuhinya suatu perjanjian hanya menjadi wajib
apabila debitur tetap melalaikan kewajiban tersebut setelah

14 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, 67, 25
Agustus 2024.

15 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana,Jakarta : PT. Raja
Grafindo, 1990, 3, 28 Agustus 2024.

6 Salim HS, “Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)”, (Jakarta:2008).
180.
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ditentukan bahwa ia lalai dalam melakukannya, atau jika
sesuatu hanya bisa diberikan atau dibuat oleh debitur apabila
telah lewat batas waktunya.
Ahmadi Miru mendefinisikan wanprestasi sebagai berikut:
a. Prestasi tidak memenuhi syarat sama sekali
b. Prestasi tidak sempurna
c. Prestasi terlambat, atau
d. Melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian
4. Konsep Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan merupakan kegiatan usaha dalam Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) yang didasarkan pada kesepakatan
dan persetujuan bersama antara pemberi pembiayaan (bank
Syariah atau unit usaha syariah) dan penerima pembiayaan
(anggota atau nasabah). Peraturan ini mengharuskan penerima
pembiayaan untuk membayar kembali jumlah pembiayaan
dalam jangka waktu tertentu, dengan disertai imbalan ujrah,
tanpa kompensasi, atau bagi hasil.)” Pembiayaan murabahah
diatur dalam Pasal 127 KHES, yang mengizinkan penjual untuk
meminta pembeli menyerahkan jaminan atas barang yang dijual
berdasarkan akad murabahah. Selanjutnya, Pasal 129 KHES
mengatur bahwa akad murabahah dapat diselesaikan dengan
menjual objek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah pada
harga pasar atau dengan nasabah melunasi utang yang belum
lunas kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan
objek akad.
F. Penelitian Relevan
Selain penelitian ini, ada beberapa penelitian yang berkaitan
dengan penulisan yang membedakan dalam sebuah penelitian ini:

1. Tesis berjudul “Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah
Wanprestasi Akad Musyarakah dalam Perspektif Perlindungan
Konsumen (Analisis Putusan No 1901/Pdt.G/2016/PA.JS).”
yang ditulis oleh Shofa Fathiyah (2019). Peneliti memfokuskan
pada lelang hak tanggungan sepihak yang dilakukan melalui

17 A Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta:Gramedia
Utama 2012, h.78.
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nasabah umum atau atas perintah Ketua Mahkamah Agung,
dengan catatan bahwa debitur wanprestasi dalam perbankan
syariah dilindungi oleh ketentuan konstitusi, khususnya yang
berkaitan dengan perlindungan konsumen. Peneliti berusaha
memahami mekanisme penegakan hak tanggungan di
Pengadilan Agama, dasar pertimbangan hakim dalam memutus
perkara, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada
debitur wanprestasi.’® Empat belas Temuan penulisan ini
mengungkap adanya kekurangan kejelasan dan perlindungan
hukum  bagi  debitur  berdasarkan  Putusan  No
1901/Pdt.G/2016/PA.JS. Penelitian Shofa berbeda dari
penulisan ini karena variasi dalam tema yang dibahas,
partisipan yang diperiksa, dan sudut pandang yang digunakan.
2. Skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi
dalam Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Putusan No
1511/Pdt.G/2018/Pa.Js. di Pengadilan Agama Jakarta
Selatan)". Karya tulis ini disusun oleh Rena Nurdiana (2021),
yang menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam akad
pembiayaan mudharabah. Penulisan hukum normatif dengan
menggunakan metode pengumpulan data penulisan kepustaasn,
dengan fokus pada evaluasi penerapan aturan atau norma dalam
hukum positif. Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya
ketidaksesuaian hukum antara putusan terkait pengenaan ganti
rugi kepada Tergugat dengan ketentuan hukum perdata.'®

18 Shofa Fathiyah, “Eksekusi Jaminani Hak Tanggungan Nasabah
Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Analisis
Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2016/PA.JS) ”, Tesis yang tidak diterbitkan (Magister
Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), 31
Agustus 2024.

19 Rena Nurdiana, ”Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan
Mudharabah (Studi Atas Putusan No 1511/Pdt.G/2018/Pa.Js. Di Pengadilan Agama
Jakarta Selatan)”, Skripsi, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah),2021, 1 September
2024
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Skripsi ini memiliki sebuah persamaan yaitu membahas
mengenai putusan pengadilan agama terkait penyelesaian
sengketa wanprestasi dalam akad murabahah. Penelitian yang
dilakukan oleh peneliti kali ini berbeda dalam hal isu dan pokok
bahasan yang diteliti oleh Rena Nurdiana.

3. Tesis berjudul “Kompetensi Pengadilan Agama dalam
Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan di Perbankan Syariah”
oleh Utari Nindy Ken Pahlevi, (2019). Tesis penelitian ini
fokus pada makna yang terkandung dalam Pasal 55 UU No. 21
Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah, yang menimbulkan
mekanisme penyelesaian sengketa dan dianggap tidak
konsisten dengan Pasal 49 huruf i UU No. 7 Tahun 1989 terkait
Pengadilan Agama. Hasil yang diperoleh oleh peneliti adalah
memperlihatkan bahwa Pasal 55 secara efektif telah
mengakomodir kompetensi absolut Pengadilan Agama,
khususnya untuk penyelesaian (eksekusi) sengketa ekonomi
Syariah.?’ Dengan demikian, bisa disimpulkan jika tesis Utari
tersebut berbeda secara signifikan dalam hal isu dan objek
penelitian yang disajikan oleh peneliti.

4. Jurnal yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah di
Pengadilan Agama (Studi Perbandingan pada Putusan No.
0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan No.
2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)” yang ditulis oleh M. Muslim,
(2021). Hasil yang diperoleh peneliti dalam jurnalnya yaitu
memperlihatkan bahwa masing-masing menggunakan dasar
hukum yang relatif sama dalam memutus perkara gugatan
wanprestasi akad murabahah, khususnya yang berlandaskan
pada akad yang ditandatangani dan disahkan oleh para pihak,
yang selanjutnya diperkuat dengan ayat-ayat Al-Qur‘an,
KUHPerdata, KHES, dan Undang-undang serta peraturan

20 Utari Nindy Ken Pahlevi, Kompetensi Pengadilan Agama dalam
Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan di Perbankan Syari‘ah, Tesis yang tidak
diterbitkan (Magister Kenotriatan Universitas Jember, 2019). 1 September 2024.
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terkait lainnya.?! Pada jurnal ini memiliki sebuah persamaan
yaitu membahas mengenai perbandingan putusan pengadilan
agama terkait penyelesaian sengketa wanprestasi akad
murabahah. Penelitian yang akan dilakukan peneliti kali ini
berbeda dari segi permasalahan, kerangka teori, dan objek yang
diteliti oleh M. Muslim.

5. Skripsi dengan judul "Analisis Sengketa Wanprestasi dalam
Akad Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Islam (Studi
Analisis Putusan PA Brebes No. 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs)”
yang ditulis oleh Lani Muhaenah, (2023). Penelitian ini
termasuk penelitian kepustakaan dengan melakukan pendekatan
yuridis normatif dan metode pengumpulan data yang digunakan
yaitu studi literatur, studi dokumentasi dan wawancara. Hasil
penelitian ini memperlihatkan bahwa ditolaknya sita jaminan
karena jaminan tersebut dibebani hak tanggungan, sehingga
patut untuk ditolak. Terkait dengan wanprestasi dalam kontrak
pembiayaan, maka tidak dapat ditolak, karena perbuatan
tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dan 37
merupakan wanprestasi. Sebelumnya penggugat telah
mengirimkan surat peringatan yang tidak pernah direspon oleh
tergugat. Akibat kelalaian para tergugat, penggugat mengalami
kerugian materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KHES.
22Dalam Skripsi ini terdapat perbedaan antara penelitian ini
dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu terkait
fokus penelitian yang mana salah satu fokus penelitian ini
mengenai analisis dasar pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara dan analisis berdasarkan hukum syariah.

21 https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/11280/5066
di akses pada tanggal 14 Oktober 2024

22 |_ani Muhaeni, “Analisis Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan
Murabahah Prespektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama
Brebes No. 3866/Pdt.G/2019/Paa.Bbs)”, Skripsi, (Purwokerto: UIN Prof. K.H.
saifuddin Zuhri, 2023, 5 September 2024.
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Penulisan ini dan penulis sama-sama membahas sengketa
wanprestasi dalam akad murabahah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari proses pengembangan skripsi. Pembahasan ini akan
menjelaskan beberapa metode penelitian yang sesuai dengan
proposal penelitian ini.

1.

2.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-
normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif merupakan salah
satu jenis penelitian hukum yang mensyaratkan pemahaman
hukum sebagai suatu sistem normatif yang mendasar. Sistem
normatif tersebut meliputi asas, norma, peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.?3

Penelitian hukum normatif ini mengkaji Putusan Pengadilan
Agama Stabat No0.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dan Putusan
Pengadilan Agama Kudus No 1/Pdt.G.S/2023/PA. Kds sebagai
bahan penelitian utama.
Pendekatan Penulisan

Dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan
kasus, dan pendektana perbandingan. Pertama, Pendekatan
perundang-undangan terdiri tentang undang-undang kekuasaan
kehakiman, undang-undangan Peradilan Agama. meliputi UU
terkait kekuasaan kehakiman dan hukum Peradilan Agama.
Dalam pendekatan ini, pendekatan perundang-undangan
menggunakan Undang-undang Pasal 14 Ayat (1) No. 48 Tahun
2009 terkait Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Pasal 49
No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Kedua, Pendekatan konseptual terdiri dari konsep Wanprestasi,
pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan melakukan

23 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penulisan Hukum Normatif

dan Empiris,” (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2022),33, 8 September 2024,
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kajian konsep atau gagasa hukum yang berkaitan dengan
pengaturan doktrin Passing Off dalam wanprestasi. Ketiga,
pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah
terhadap  putusan  Pengadilan Agama  Stabat No
1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dan Putusan Pengadilan Agama
Kudus No 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds. Keempat, Pendekatan
Perbandingan ialah suatu studi atau kajian perbandingan
putusan dari dua pengadilan agama yang berbeda dengan
masalah yang sama.

. Sumber bahan hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan
sebagai berikut:
a. Bahan hukum primer
Sumber hukum primer meliputi perundang-undangan,
risalah resmi, putusan pengadilan, dan doumen resmi
lainnya. Dokumen hukum primer yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi:
1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, yang mengalami perubahan menjadi
2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait Pengadilan
Agama.
3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah
4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman
5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan
kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama
6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
tentang Perbankan Syariah
7) KUH Perdata
8) Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES)
9) Fatwa DSN-MUI Nomro 04/DSN-MUI/IVV/2000 Tahun
2000 tentang Murabahah
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10) Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/11/2005 Tahun
2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi
Nasabah yang Tidak Mampu Bayar

11) Salinan Putusan Pengadilan Agama Stabat

No.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb

12) Salinan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor

1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum meliputi buku atau jurnal hukum yang
berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum),
peandangan para ahli hukum (doktrin), hasil dari penelitian
hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Langkah yang digunakan dalam pengumpulan bahan
hukum melalui studi dokumentasi ialah:

a.) Inventerisasi
Inventarisasi data merupakan komponen
analisis data, yang meliputi penyaringan,
pengkategorian, pengarahan, penghapusan data yang
tidak diperlukan, dan pengorganisasian data
sehingga kesimpulan final dapat diambil dan
validasi temuan akhir.?* Pada tahap ini, dilakukan
seleksi untuk menilai relevansi data dengan tujuan

penelitian.

b.) Sistematisasi
Sistematisasi mengacu pengorganisasian data
sebagai kompilasi informasi yang dikumpulkan di
lapangan dan dimasukkan ke dalam matriks.
Penyajian data dapat mencakup berbagai matriks,
grafik, jaringan, dan diagram. Mampu memahami
keseluruhan atau sebagiannya.?® Pada tahap ini,

24 Prof. Dr. I made Pasek Diantha, “Metodologi Penelitian Hukum Normatif
Dalam Justifikasi Teori Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2016), 149
% Sjamsudin,”Metode Penelitian”(Bandung:Pustaka I1mu,2007),13.
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dilakukan seleksi untuk menilai relevansi data
dengan tujuan studi. Informasi lapangan disuling
menjadi ringkasan metodis, serta ditonjolkan
pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah
dikendalikan. Matriks sangat efektif untuk

menganalisis korelasi antar data.

c.) Kategorisasi

Kategorisasi ialah proses memperoleh makna
dari data yang diperoleh dengan mengidentifikasi
hubungan,  persamaan, atau  perbedaan.?®
Kesimpulan diperolenh dengan mengevaluasi
keselarasan pernyataan subjek penelitian dengan
makna yang terkandung dengan konsep-konsep

dasar dalam penelitian tersebut.

c. Teknik Analisis Bahan Hukum
Analisis data merupakan kegiatan penelitian yang
meliputi melakukan kajian atau telaah terhadap hasil
pengolahan data yang didukung dengan teori-teori yang
telah ditetapkan sebelumnya.?’” Dalam penelitian ini
menggunakan analisis sudut pandang yang berkaitan dengan
isi dari putusan Pengadilan Agama. Sifat analisis ini
bertujuan untuk memberikan argumentasi atas hasil
penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini
menggunakan penalaran logika induktif atau pengamatan
pada fakta-fakta khusus. Peneliti melakukan telaah menurut
hukum positif dan telaah terhadap fakta-fakta atau peristiwa
yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Stabat No
1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dan Putusan Pengadilan Agama
Kudus No 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds.

% Mukti Fajar-Yulianto Achmad, Dualisme Penulisan Hukum Normatuf dan
Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 180
27 Mukti Fajar-Yulianto Achmad, Dualisme Penulisan Hukum Normatuf dan

Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 183
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H. Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah penelitian, untuk mendapatkan hasil
pembahasan yang sistematis dan konsisten harus disusun
sebagaimana mestinya. Penelitian yang baik harus menunjukan
sebuah totalitas yang utuh. Pada skripsi ini sistematika penulisan
disusun menjadi lima bab, yang masing-masing mencakup beberapa
sub-bab yang disusun sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan Bab ini mencakup Latar Belakang
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, kegunaan
penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian yang Relevan, Metode
Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Il Kerangka Teoritik dan Konseptual, Bab ini mencakup
teori dan konsep yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa
wanprestasi akad murabahah  menjelaskan: teori  dasar
pertimbangan hakim, teori perbandingan hukum, konsep
wanprestasi akad murabahah, konsep akibat hukum bagi para pihak,
dan konsep perbedaan putusan hakim.

Bab 11l menyajikan perbandingan hukum pertimbangan
hakim antara Putusan Pengadilan Agama Stabat No
1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dan Putusan Pengadilan Agama Kudus
No 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds.

Bab IV menyajikan Perbandingan Akibat Hukum bagi Para
Pihak yang Berperkara, dimana didalamnya terdapat persamaan
serta perbedaan dari akibat hukum yang timbul khusunya bagi para
pihak yang berperkara.

Bab V yaitu Penutup, yang meliputi Kesimpulan dan Saran.



BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan penulisan yang diuraikan, maka penulis
merangkum beberapa kesimpulan bahwa:

1. Perbandingan hukum pertimbangan hakim pada kedua putusan

Pengadilan Agama Stabat No0.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb dengan
Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds
Kedua keputusan tersebut melibatkan sengketa wanprestasi,
namun masing-masing kasus memiliki latar belakang yang
berbeda. Dalam putusan Pengadilan Agama Stabat
No0.1577/Pdt.G/2023/PA.Stb, sengketa ini melibatkan pihak
yang tidak memenuhi kewajiban yang timbul dari perjanjian
yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam putusan Pengadilan
Agama Kudus nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds, sengketa
wanprestasi juga melibatkan subjek yang tidak memenubhi
kewajiban perjanjian, namun terdapat perbedaan jenis
perjanjian yang dilanggar, seperti keterlambatan pembayaran
atau tidak dipatuhinya akad perjanjian.
Dalam kedua putusan tersebut, hakim mengacu pada asas
wanprestasi yang berlaku dalam hukum perdata, yaitu siapa pun
yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian
dapat dikenakan ganti rugi atau akibat hukum lainnya. Pada
Pengadilan Agama Stabat, hakim lebih menekankan pada unsur
kesalahan atau kelalaian tergugat dalam memenuhi
kewajibannya, serta upaya penyelesaian yang mengutamakan
mediasi. Sementara itu, di Pengadilan Agama Kudus, hakim
lebih menekankan pada bukti-bukti yang menunjukkan adanya
kelalaian yang lebih substansial, dan tidak adanya upaya yang
memadai dari pihak yang dirugikan untuk mencapai
penyelesaian sebelum membawa perkara tersebut ke
pengadilan.

2. Perbandingan akibat hukum bagi para pihak yang berperkara
antara putusan Pengadilan Agama Stabat dengan Pengadilan
Kudus yaitu bahwa akibat hukum dari kedua putusan tersebut

66
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memiliki kesamaan yaitu kesesuaian atau keadilan bagi para
pihak Penggugat sesuai dengan porsinya. Perbedaannya terletak
pada  Putusan Pengadilan =~ Agama  Stabat No.
1577/Pdt.G/2023/PA.Stb  menimbulkan akibat hukum yang
tegas bagi para pihak. Majelis hakim menyatakan para tergugat
telah melakukan wanprestasi dalam akad pembiayaan
murabahah, sehingga dihukum untuk membayar seluruh
kewajiban utang kepada penggugat secara tunai dan sekaligus
sebesar Rpl146.735.400. Selain itu, para tergugat juga
diwajibkan membayar biaya penagihan dan jasa penasihat
hukum sebesar Rp8.000.000 sesuai dengan klausul dalam
perjanjian, serta dibebankan uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp1.000.000 per hari atas setiap keterlambatan pelaksanaan isi
putusan namun gugatan tersebut ditolak. Disisi lain, penggugat
memperoleh kekuatan hukum penuh untuk menagih dan
mengeksekusi seluruh isi putusan, termasuk hak atas jaminan
berupa tanah dan kendaraan yang telah sah diserahkan oleh
tergugat. Dengan demikian, putusan ini menegaskan
perlindungan hukum maksimal terhadap hak-hak penggugat
sekaligus memberikan tekanan hukum kuat kepada para
tergugat untuk segera melaksanakan kewajibannya. Selain itu,
Pengadilan Agama Kudus nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Kds
menimbulkan akibat hukum yang tegas bagi para pihak majelis
hakim secara sah menyatakan tergugat telah melakukan
wanprestasi karena lalai memenuhi kewajiban dalam akad
pembiayaan murabahah yang telah disepakati. Akibatnya,
tergugat dihukum untuk membayar seluruh kerugian sebesar
Rp30.233.041 dan menanggung biaya perkara. Sementara itu,
penggugat memperoleh pengakuan hukum atas kerugian yang
ditimbulkan serta kepastian atas sahnya akad yang telah dibuat.
Putusan ini menunjukkan bahwa seluruh unsur perdata, baik
formil maupun materiil, telah terpenuhi, dan pertimbangan
hukum yang digunakan memenuhi Kkriteria ratio decidendi yang
kuat. Hakim tidak hanya mempertimbangkan fakta persidangan,
tetapi uga secara presisi menerapkan pasal-pasal terkait dari



KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan
demikian, putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana
penemuan hukum melalui metode penafsiran dapat
mengikatkan norma hukum secara tepat pada peristiwa hukum,
sekaligus memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi para
pihak.

B. Saran

1. Seharusnya dalam memutuskan perkara perlu adanya
pencermatan dengan seksama dalam menilai dan menafsirkan
undang-undang yang akan dijadikan pijakan hukum, guna
mengambil keputusan yang sesuai dengan perkara yang sedang
ditangani. Majelis Hakim dalam memberikan putusan perlu
memperhatikan dengan sungguh-sungguh faktor yang harus
diterapkan, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemashlahatan
yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

2. Untuk memastikan bahwa keadilan harus diutamakan, majelis
hakim tidak hanya mempertimbangkan Undang-undang dan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah saja, tetapi juga
mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada di dalam
persidangan sehingga dapat membantu membuat keputusan
yang adil.
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